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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitannya 

terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang 

Pencegahan Maksiat adalah dilaksanakan berdasarkan Standar 

Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja, baik Standar Operasional 

Prosedur Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum maupun 

Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dalam 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

termasuk pencegahan maksiat yang ada di Kota Gorontalo. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang 

Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo adalah kendala kurangnya 

kesadaran warga masyarakat dalam mentaati Perda juga dipengaruhi 

oleh kendala internal dan eksternal oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu 

sendiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagaimana berikut ini: 



56 

 

A. Seharusnya Pemerintah Merevitalisasi kembali peraturan Daerah No 10 

Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat atau yang lebih Efektif 

melakukan perumusan kembali Pertaturan Daerah,Sebab berdasarkan Data 

yang di peroleh tiap Tahun mengalami peningkatan yang signifikan. 

B. Peneliti juga menyarankan agar bagian hukum Pemda Provinsi Gorontalo 

dapat intens melakukan sosialisasi keberadaan aturan tersebut agar 

masyarakat bisa memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan 

Maksiat di Kota Gorontalo. 

C. Satuan Polisi Pamong Praja semakin meningkatkan  kualitas pelayanannya 

dan kapabilitas diri, baik institusi maupun individu. Pemulihan citra diri 

Satpol PP adalah beban moral dan tanggung jawab Satpol PP itu sendiri. 

D. Satuan Polisi Pamong Praja lebih Optimal lagi terhadap pelaksanaan 

            Peraturan daerah No 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat. 

E. Satuan Polisi Pamong Praja harus berwibawa dan simpatik, sehingga 

image terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan 

daerah, termasuk pencegahan maksiat tidak miring, dalam arti semakin 

disegani dan dipandang oleh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. 

F. Perlu adanya sanksi yang tegas dari pemerintah agar member efek jera 

kepada pelanggar Perda. 

G. Terkait adanya beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Hak 

Azasi Manusi, peneliti menyarankan agar Peraturan Daerah Nomor 10 
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Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo segera 

direvisi guna menghadirkan kepastian hukum dan pemanfaatan. 
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